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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kesalahan 
Penerapan Hukum Pembuktian Sebagai Dasar Kasasi  Penuntut Umum 
Kejaksaan Negeri Jakartan Utara Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara 
Pemakaian Surat Palsu (Studi Putusan Ma Nomor 41k/Pid/2014) maka 
penulis dapat simpukan sebagai berikut : 
1. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas 
dalam perkara momor 41k/Pid/2014 tentang penggunaan akta palsu adaah 
bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau 
menerapkan hukum  tidak sebagaimana  mestinya,  karena  putusannya  
tersebut  bukanlah  bebas  murni  (vrijspraak)  melainkan  putusan     
"bebas  tidak  murni" dan Judex  facti   telah  salah  dan  keliru  dalam  
menjatuhkan  putusannya  karena  tidak  menerapkan  hukum  atau  telah  
menerapkan  peraturan  hukum  tidak  sebagaimana  mestinya  yaitu  tidak  
mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli, surat 
dan petunjuk  serta  barang   bukti  yang  terungkap  di   persidangan,   
sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu berkaitan 
dengan apakah benar  suatu peraturan hukum  tidak diterapkan atau 
diterapkan sebagaimana mestinya., apakah benar cara  mengadili  tidak  
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.,apakah benar 
pengadilan  telah melampaui batas wewenangnya. 
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus 
permohonan kasasi  dalam  terhadap  putusan  bebas  dalam  perkara  
telah  sesuai  dengan ketentuan  KUHAP,  mengaju pada Pasal 256 
KUHAP dikatakan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi 
maka :  
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a. Putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan 
maka Mahkamah Agung Mengadili sendiri, 
b. Suatu putusan karena cara mengadili tidak sesuai dengan 
ketentuan maka Mahkamah Agung membatalkan perkara yang 
di periksa oleh pengadilan setingkat yang lain. 
c. Suatu putusan dibatalkan, maka Mahkamah Agung menetapkan 
pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.   
 
B. Saran 
 
1. Hakim seharusnya  memperhatikan  setiap  fakta-fakta  yang  terungkap  
dipersidangan melalui alat-alat bukti dan juga saksi yang dihadirkan,dan 
juga menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusannya. Sehingga 
putusan yang dikeluarkan dapat menimbulkan rasa keadian. 
2. Demi adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan terkait upaya 
hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas  
(vrijspraak) maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yang akan datang, pembentuk undang-undang (pembentuk 
KUHAP) hendaknya mereformulasikan secara jelas esensi Pasal 244 
KUHAP tersebut, yakni dengan merumuskan secara pasti mengenai 
adanya hak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum 
kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas (vrijspraak). 
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